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PUTUSAN

Nomor 88/Pdt.G/2019/PA.Sdw
   

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama  Sendawar yang memeriksa dan mengadili  perkara

Perdata  Agama  pada  tingkat  pertama  dalam  persidangan  majelis  telah

menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Siti Koimah binti Marsam, tempat dan tanggal lahir Batu Licin, 6 Nopember

1987,  agama  Islam,  pendidikan  SMP, pekerjaan

Wiraswasta  Toko  Sembako,  bertempat  kediaman  di

Jalan  Resak  3  RT.  1,  Kampung  Jambuk  Makmur,

Kecamatan  Bongan, Kabupaten  Kutai  Barat,  sebagai

Penggugat;

melawan 

Maryono bin Bejo,  tempat dan tanggal  lahir  Pacitang,  9  Mei  1973,  agama

Islam,  pendidikan  SD,  pekerjaan Buruh Harian Lepas,

bertempat kediaman di  Jalan L.1 Telok Dalam RT. 13,

Kelurahan  Bukit  Raya,  Kecamatan  Tenggarong

Seberang, Kabupaten  Kutai  Kartanegara, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa  Penggugat  telah  mengajukan  cerai  gugat  dengan  suratnya

tertanggal  17  Juni 2019 yang  terdaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama

Sendawar  dengan register  Nomor  88/Pdt.G/2019/PA.Sdw, tanggal  17  Juni

2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan

pernikahan pada tanggal 12 Mei 2013, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat,

Provinsi  Kalimantan  Timur,  dengan  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor:

43/07/V/2013, tanggal 30 Juni 2013;

Halaman 1 dari 12
Putusan Nomor 88/Pdt.G/2019/PA.Sdw

S A L I N A N

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa,  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat

kumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan tinggal di rumah kediaman

orang tua Penggugat di Kampung Resak 3;

3. Bahwa,  selama  pernikahan  tersebut  Penggugat  dan

Tergugat sudah dikaruniai seorang anak bernama Azes Faturrohman, NIK

64071210111320002, Umur 6 tahun tempat/tanggal lahir Jambuk Makmur,

10 November 2013;

4. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat

rukun  dan  harmonis  namun  sejak  tanggal  Oktober  2017  mulai  terjadi

persilisihan  dan  Pertengkaran  terus  menerus  yang  disebabkan  bahwa

Tergugat  ketahuan  telah  menikah  dengan  seorang  perempuan  bernama

Eka pada  tahun  2014  yang  diketahui  Penggugat  dari  kakak  kandung

Tergugat;

5. Bahwa pada bulan Juni 2018, Tergugat ketahuan lagi

telah  menikah  dengan  wanita  lain  yang  bernama  Buyama,  dan

menimbulkan  pertengkaran  kembali  dan  pada  bulan  Oktober  2018,

Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tinggal bersama dengan wanita

yang bernama Buyama;

6. Bahwa  Tergugat  pernah  kembali  pada  bulan  Januari

2019, namun hanya untuk menjual rumah walet kemudian pergi kembali

bersama Buyama;

7. Bahwa  keluarga  Penggugat  dan  Tergugat  sudah

berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

8. Bahwa,  dengan  kejadian  tersebut  rumah  tangga

Penggugat  dan  Tergugat  sudah  tidak  dapat  dibina  lagi  dengan  baik

sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah,

mawaddah  dan  rahmah  sudah  sulit  diwujudkan  lagi  dan  perceraian

merupakan  jalan  terbaik  bagi  Penggugat  untuk  menyelesaikan

permasalahan Penggugat dengan Tergugat.

Berdasarkan  alasan  di  atas,  Penggugat  mohon  kepada  Ketua

Pengadilan Agama Sendawar cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili,
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memutuskan  dan  menyelesaikan  perkara  ini,  dengan menjatuhkan  putusan

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2.  Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  shughra  Tergugat  (Maryono  bin  Bejo)

terhadap Penggugat (Siti Koimah binti Marsam)

3.  Membebankan  biaya  perkara  kepada  Penggugat  sesuai  hukum  yang

berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada  hari  dan  tanggal  yang  telah  ditetapkan,  Penggugat  dan

Tergugat telah datang sendiri menghadap ke muka sidang (in person);

Bahwa  Majelis  Hakim  telah  berusaha  mendamaikan  Penggugat  dan

Tergugat,  namun tidak berhasil,  demikian juga dengan laporan dari mediator

Gunawan, S.HI. (Hakim Pengadilan Agama  Sendawar) pada tanggal 31 Juli

2019 yang menyatakan tidak berhasil;

Bahwa setelah mediasi, Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap di

muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah membacakan surat gugatan Penggugat yang

isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; 

Bahwa  untuk  meneguhkan  dalil  gugatannya,  Penggugat  telah

mengajukan  bukti  surat  berupa  fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor

43/07/V/2013  tanggal 30  Juni 2013  yang  dikeluarkan  oleh  Kantor  Urusan

Agama Kecamatan Bongan,  Kabupaten Kutai  Barat.  Bahwa alat  bukti  surat

tersebut telah bermaterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai

dengan aslinya oleh Ketua Majelis, lalu diberi kode P.;

Bahwa selain bukti  surat, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua)

orang  saksi  di  muka  sidang  yang  atas  pertanyaan  Majelis Hakim mengaku

bernama:

1. Sumirah binti Jupri, Tempat tanggal lahir Pati, 05 Juni 1974, agama Islam,

pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Jambuk Makmur RT. 10,

Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat;
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Saksi  tersebut  telah memberikan keterangan di bawah sumpah  menurut

tata  cara  agama  Islam  di  muka  sidang,  yang pada  pokoknya  adalah

sebagai berikut:

- Bahwa saksi  adalah  tetangga Penggugat,  sedangkan

Tergugat adalah suami Penggugat;

- Bahwa  Penggugat  dengan  Tergugat  terakhir  tinggal  bersama  di

Kampung Resak 3;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1

(satu) orang anak;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat

rukun  dan  harmonis,  namun  sejak  bulan  Oktober  2017  mulai  tidak

harmonis  sering  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  disebabkan

Tergugat ketahuan telah menikah dengan seorang wanita bernama Eka

pada tahun 2014, dan menikah lagi pada bulan Juni 2018 dengan wanita

lain bernama Buyama;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat

tinggal  sejak  bulan  Oktober  2018,  Tergugat  pergi  meninggalkan

kediaman  bersama dan  sekarang  tinggal  bersama  wanita  bernama

Buyama tersebut;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan

Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2.  Muhammad  Rosikin  bin  Marsam,  Tempat  tanggal  lahir  Kutai  Barat,

15 September 1992, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di

Kampung Jambuk Makmur  RT.  1,  Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai

Barat;

Saksi  tersebut  telah memberikan keterangan di bawah sumpah  menurut

tata  cara  agama  Islam  di  muka  sidang,  yang pada  pokoknya  adalah

sebagai berikut:

- Bahwa  saksi  adalah  adik kandung  Penggugat,

sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;

- Bahwa  Penggugat  dengan  Tergugat  terakhir  tinggal  bersama  di

Kampung Resak 3;
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- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1

(satu) orang anak;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat

rukun  dan  harmonis,  namun  sejak  bulan  Oktober  2017  mulai  tidak

harmonis  sering  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  disebabkan

Tergugat ketahuan telah menikah dengan seorang wanita bernama Eka

pada tahun 2014, dan menikah lagi pada bulan Juni 2018 dengan wanita

lain bernama Buyama;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat

tinggal  sejak  bulan  Oktober  2018,  Tergugat  pergi  meninggalkan

kediaman  bersama dan  sekarang  tinggal  bersama  wanita  bernama

Buyama tersebut;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan

Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat  telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang

pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai  dengan Tergugat, dan  mohon

dibacakan putusan;

Bahwa  untuk  singkatnya  uraian  putusan  ini,  maka  semua  hal  yang

termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

seperti diuraikan di atas;

Menimbang,  bahwa  Penggugat mendalilkan  telah  menikah  dengan

Tergugat di  hadapan Kantor  Urusan Agama Kecamatan Bongan,  Kabupaten

Kutai  Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 43/07/V/2013 tanggal 30 Juni

2013,  dan  saat  ini  rumah  tangga  Penggugat dan  Tergugat sudah  tidak

harmonis.  Oleh  karena  itu,  Penggugat mempunyai  legal  standing untuk

mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat sebagaimana diatur dalam pasal 14

Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  jo.  Pasal  73  Undang-undang

Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor

7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama; 
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Menimbang, bahwa perkara ini mengenai cerai gugat yang diajukan oleh

Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannnya dilangsungkan menurut

hukum Islam, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 50

Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun

1989  tentang  Peradilan  Agama,  maka  Pengadilan  Agama  berwenang

memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa  untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan

ayat (4) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas

Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1989  jo  Pasal  31  ayat  (1)  dan  ayat  (2)

Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975,  Majelis  Hakim telah  berusaha

mendamaikan  Penggugat  dan  Tergugat  agar  rukun  kembali,  namun  tidak

berhasil;

Menimbang,  bahwa  sesuai  dengan  ketentuan  Peraturan  Mahkamah

Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan terhadap

perkara  ini  telah  dilaksanakan  mediasi  dengan  mediator  Gunawan,  S.HI.

dengan  laporan  tertanggal  31  Juli 2019  yang  menyatakan mediasi  tidak

berhasil;

Menimbang,  bahwa Tergugat  tidak pernah datang lagi  menghadap ke

muka sidang;

Menimbang,  bahwa Penggugat  telah mengajukan alat-alat  bukti untuk

membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang,  bahwa  bukti  P.  merupakan  fotokopi  buku  nikah  yang

dikeluarkan  oleh  pejabat  yang  berwenang  dan  telah  bermaterai  cukup  dan

cocok  dengan  aslinya,  isi  bukti  tersebut  menjelaskan  mengenai  pernikahan

Penggugat dengan Tergugat yang terjadi pada tanggal 12 Mei 2013 di hadapan

Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Bongan,

Kabupaten Kutai Barat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil

dan  materil  sebagai  sebuah  akta  otentik  yang  mempunyai  nilai  pembuktian

sempurna (volledig) dan mengikat (bindende);

Menimbang,  bahwa  Penggugat dalam  surat  gugatannya mendalilkan

antara  Penggugat dan Tergugat sering terjadi  perselisihan dan pertengkaran

yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagaimana disebutkan pasal
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19 huruf  (f)  Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,  maka untuk dapat

diterima  Majelis  Hakim  harus  mendengar  keterangan  orang-orang  dekat

Penggugat  dan  Tergugat  mengenai  sebab-sebab  perselisihan  dan

pertengkaran, sesuai Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1975;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat yang bernama  Sumirah

binti  Jupri pada  pokoknya  menerangkan  bahwa  rumah  tangga  antara

Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak

bulan  Oktober  2017  mulai  tidak  harmonis  sering  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran disebabkan Tergugat  ketahuan telah menikah dengan seorang

wanita bernama Eka pada tahun 2014, dan menikah lagi pada bulan Juni 2018

dengan  wanita  lain  bernama  Buyama,  yang  puncaknya  Penggugat  dan

Tergugat  berpisah  rumah  sejak  bulan  Oktober  2018,  Tergugat  pergi

meninggalkan  kediaman  bersama dan  sekarang  tinggal  bersama  wanita

bernama  Buyama tersebut,  dan  pihak  keluarga  sudah  mendamaikan

Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat yang bernama Muhammad

Rosikin  bin  Marsam pada  pokoknya  menerangkan  bahwa  rumah  tangga

antara  Penggugat  dengan  Tergugat  sering  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran  sejak  bulan  Oktober  2017  mulai  tidak  harmonis  sering  terjadi

perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat  ketahuan telah menikah

dengan seorang wanita bernama Eka pada tahun 2014, dan menikah lagi pada

bulan  Juni  2018  dengan  wanita  lain  bernama  Buyama,  yang  puncaknya

Penggugat dan Tergugat berpisah rumah  sejak bulan  Oktober 2018, Tergugat

pergi  meninggalkan  kediaman bersama dan sekarang tinggal bersama wanita

bernama  Buyama tersebut,  dan  pihak  keluarga  sudah  mendamaikan

Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  2  (dua)  orang  saksi  Penggugat  tersebut  adalah

bukan  orang  yang  dilarang  untuk  didengar  sebagai  saksi,  dan  telah

memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang pengadilan tentang

peristiwa yang diketahuinya dan keterangannya saling  berkesesuaian,  maka

sesuai pasal 172, 308 ayat (1), dan 309 RBg. telah memenuhi syarat formil dan
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materil sebagai alat bukti saksi, yang nilai pembuktiannya bersifat bebas (vrij

bewijs kracht);

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  sependapat  dan  mengambil  alih

pendapat ahli fiqih dalam kitab Al-Anwar Juz II halaman 55;

إنْ إتعَزَّزٍ تعَزَّزَ فإَ إثبْاَتهُُ جَازَ غيَبْةٍَ اوَْ توَاَرٍ اوَْ ب إ
إالبْيَنّةَإ ب

Artinya :  “Apabila Tergugat enggan, bersembunyi atau dia ghaib, maka

perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti”;

Menimbang,  bahwa  dalam  petitum  gugatan  poin  1  (satu)  Penggugat

memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat, maka Majelis

Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan seluruh atau sebagian gugatan

baru bisa ditentukan setelah selesai mempertimbangkan satu persatu petitum

gugatan Penggugat di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 2 (dua), yang memohon agar

Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat,

sebagai berikut;  

Menimbang,  bahwa berdasarkan dalil-dalil  gugatan Penggugat  setelah

dihubungkan  dengan  bukti  surat  dan  keterangan  para  saksi  yang  diajukan,

maka  di  persidangan  Majelis  Hakim  telah  menemukan  fakta-fakta  sebagai

berikut ;

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis

lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Oktober 2017;

2. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena masalah

Tergugat  ketahuan  telah  menikah dengan seorang wanita  bernama  Eka

pada tahun 2014, dan menikah lagi pada bulan Juni 2018 dengan wanita

lain bernama Buyama;

3. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan

Tergugat telah berpisah rumah  sejak bulan  Oktober 2018, Tergugat pergi

meninggalkan  kediaman bersama dan sekarang  tinggal  bersama wanita

bernama Buyama tersebut;
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Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim

berkeyakinan  bahwa  rumah  tangga  antara  Penggugat  dan  Tergugat  telah

sampai pada puncak perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangganya

dapat dikatakan sudah pecah (broken marriage);

Menimbang,  bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat  dan Tergugat

tersebut  dapat  diketahui  dari  keadaan  para  pihak  yang  selalu  diliputi

perselisihan  dan  pertengkaran  sejak  2  (dua)  tahun  yang  lalu,  dan  berpisah

tempat tinggal  sejak 1 (satu) tahun yang lalu,  tanpa menjalankan kewajiban

suami isteri, dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri

saling melayani dan melaksanakan hak dan kewajiban, hal tersebut merupakan

suatu  indikasi  bahwa  antara  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  lama  terjadi

konflik;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah

tangga  yang  bahagia  dan  harmonis  adalah  adanya  kemesraan  hubungan

antara suami dan isteri,  jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang

tengah dihadapi  oleh Penggugat dan Tergugat saat ini,  maka Majelis Hakim

menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah kehilangan

makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu

sama lain;

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  juga telah  berusaha mendamaikan

Penggugat  dan  Tergugat  di  setiap  tahapan  persidangan, namun Penggugat

tetap berkeras hati ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa

Penggugat  sudah tidak lagi  berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat,

maka  Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta

hukum  adalah  bahwa  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  telah  terjadi

perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan

lagi;

Menimbang,  bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat

dalam  surat  Ar-Rum  ayat  21  dan  juga  ketentuan  Pasal  1  Undang-undang

Nomor 1 Tahun 1974  jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam,  dinyatakan bahwa

tujuan  perkawinan  adalah  untuk  membentuk  rumah  tangga  yang  sakinah,

mawaddah, warahmah dan jika Penggugat dengan Tergugat selaku pasangan

Halaman 9 dari 12
Putusan Nomor 88/Pdt.G/2019/PA.Sdw

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri ternyata tidak lagi saling mencintai,  saling pengertian dan saling

melindungi  dan  bahkan  Penggugat  sudah  tidak  lagi  berkeinginan  untuk

meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak

berperkara tidak lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka

perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa

rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  sependapat  dan  mengambil  alih

pendapat ahli fiqih dalam Kitab Madza Hurriyyat az-Zaujaini fĩ ath-Thalãq Juz I

halaman 83 yang berbunyi :

حین الطلاق نظتتتاام الإستتتلام اختتتتار وقد
ینفع یعد ولم التتزوجین الحیتتاة تضتتطرب

الربطة تصتتتبح وحیث صتتتلح ول نلأح فیھا
التمتترار لن منغتتیرروأح صتتورة التتزوج

با وجین أحتتتتتدز على یحكم أن معنتتتتتاه
العدالة روأح تأباه وھذا المؤبد لسجن

Artinya : “Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga

sudah terbukti  goncang/tidak  harmonis  dan  sudah  tidak  bermanfaat  lagi

nasehat/perdamaian dan hubungan suami  isteri  menjadi  tanpa ruh (hampa),

sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami

isteri dalam  penjara  yang  berkepanjangan.  Hal  tersebut  adalah  bentuk

penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan”.

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  hukum

tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian

yang  diajukan  oleh  Penggugat  telah  memenuhi  apa  yang  dimaksud  dalam

Pasal  19 huruf (f)  Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan

pertengkaran  yang  terus  menerus  dapat  dibuktikan  oleh  Penggugat  di

persidangan,  maka  gugatan  Penggugat  patut  untuk  dikabulkan dengan

menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat terhadap Penggugat;
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Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan poin 3 (tiga), perkara ini

termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang

Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam

perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat,  segala  ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku,  dan

hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Maryono bin Bejo) terhadap

Penggugat (Siti Koimah binti Marsam);

3. Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara  ini

sejumlah Rp2.416.000,00 (dua juta empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim

pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19

Zulhijjah 1440 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Sendawar

yang terdiri  dari  A.  Rukip,  S.Ag.  sebagai  Ketua Majelis,  Fakhruzzaini,  S.HI.,

M.HI.  dan Gunawan, S.HI.  masing-masing sebagai  Hakim Anggota,  putusan

mana  pada  hari  itu  juga  diucapkan  oleh  Ketua  Majelis  dalam sidang  yang

terbuka untuk  umum dengan dihadiri  para  Hakim Anggota  tersebut,  dibantu

oleh Suhaimi Rahman, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula

oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd.

A. Rukip, S.Ag.

Hakim Anggota     Hakim Anggota
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 Ttd.           Ttd.

Fakhruzzaini, S.HI., M.HI.       Gunawan, S.HI.

Panitera Pengganti

Ttd.

Suhaimi Rahman, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp     30.000,00

2. Proses       : Rp     50.000,00

3. Panggilan     : Rp2.320.000,00

4. Redaksi                   : Rp     10.000,00

5. Materai                   :     Rp       6.000,00                                     

Jumlah                     : Rp2.416.000,00 (dua juta empat ratus  enam belas ribu

rupiah)
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